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IMPLEMENTASI PROGRAM KESERASIAN SOSIAL 








The purpose of this research was to find out and explain the inhibiting factors toward the 
community-based social order program in Palu city. It was investigated by using the policy 
implementation model by Donald S.Van Metter and Carls E. Van Horn Particulary on the aspect of 
standard and target, resources, the organizational characteristics of the executors, the attitudes of 
the executors, the communication within the relevant organizations, and the social, economic, and 
politic environment. This is a qualitative research in which there were 7 informants taken 
purposively. The research shows that the community-based social order program in Pengawu and 
Duyu, palu city, has not been implemented optimally due to the facts that: 1) the standard and 
target did not run well, 2) the human resources and funding in the implementation of this policy 
were limited, 3) there was no much support from the community faced by the executors from the 
man power and social office and the local KSBM forums, 4) the participation of most community 
members was low, 5) the communication for extending this program was ineffective, 6) the social, 
economic, and politic environment has affected the implementation of this program and also 
influenced the cooperation from the community members because there was no incentives in the 
extension program. 
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Program Keserasian Sosial Berbasis 
Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan 
semangat kebersamaan, persaudaraan sejati, 
senasib sepenanggungan dan kesetiakawanan 
sosial dalam masyarakat. Keserasian sosial 
merupakan bentuk implementasi dari 
pemikiran bahwa nilai-nilai luhur atau nilai–
nilai kebersamaan akan berkembang kembali 
jika ada upaya untuk membaurkan 
masyarakat secara sosial budaya yang 
berbeda dalam suatu kebersamaan yang 
direncanakan. 
Sasaran Program Keserasian Sosial 
Berbasis Masyarakat adalah daerah yang 
memiliki kerawanan/potensi terjadinya 
konflik sosial. Dan diharapkan dengan 
dilaksanakannya Program Keserasian Soaial 
Berbasis Masyarakat di daerah yang 
memiliki potensi konflik sosial dapat 
mengatasi konflik sosial serta mampu 
menumbuhkan sifat kearifan lokal, seperti 
kegotong royongan yang merupakan budaya 
Bangsa Indonesia. 
Fokus permasalahan terkait 
Implementasi Program Keserasian Sosial 
Berbasis Masyarakat di Kota Palu 
diantaranya di kelurahan Pengawu dan 
kelurahan Duyu, dan untuk membahas fokus 
permasalahan tersebut peneliti memilih 
menggunakan pendekatan model 
implementasi kebijakan Van Metter dan Van 
Horn yaitu 1).Standar dan sasaran kebijakan, 
2).Sumber Daya 3).Karakteristik organisasi 
pelaksana, 4).Sikap para pelaksana, 
5).Komunikasi antar organisasi terkait, 
6).Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, 
dengan pertimbangan bahwa: 
1) Kebijakan yang menjadi fokus penelitian 
merupakan suatu kebijakan yang dalam 
implementasinya sangat memerlukan 
pemahaman yang baik dan benar, serta 
komitmen yang tinggi terhadap konten 
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(isi) dan konteks kebijakan dari para 
implementor, sedangkan model 
implementasi kebijakan Van Metter dan 
Van Horn lebih menekankan proses 
dalam mengimplementasikan suatu 
kebijakan untuk mencapai tujuan yang 
efisien dan efektif. 
2) Van Metter dan Van Horn lebih 
menekankan pemahaman terhadap tujuan 
dan sasaran kebijakan, dan kepatuhan 
implementor tingkat bawah terhadap 
perintah atasan. 
3) Van Metter dan Van Horn menekankan 
keberhasilan implementasi suatu 
kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan (politik, ekonomi dan sosial 
budaya). 
Model pendekatan implementasi 
kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan 
Van Horn disebut dengan A Model of the 
Policy Implementation. Proses implementasi 
ini merupakan sebuah abstraksi atau 
performansi suatu pengejewantahan 
kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja 
dilakukan untuk meraih kinerja implementasi 
kebijakan yang tinggi yang berlangsung 
dalam hubungan berbagai aspek. Model ini 
mengandaikan bahwa implementasi 
kebijakan berjalan secara linear dari 
keputusan politik, pelaksana dan kinerja 
kebijakan publik. 
Menurut Metter dan Horn dalam 
Mirandati (2007:31-32) ada enam faktor 
yang mempengaruhi kinerja implementasi, 
yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) 
sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi 
dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik 
agen pelaksana; (5) kondisi sosial, ekonomi 
dan politik; (6) disposisi implementor. 
Implementasi kebijakan memiliki 
berbagai model, model pertama adalah model 
yang paling klasik yang diperkenalkan oleh 
Donald Van Metter dengan Carl Van Horn 
dalam Sugiana (2012:18-19). Model ini 
mengandaikan bahwa implementasi 
kebijakan berjalan secara liniear dari 
kebijakan publik, implementor, dan kinerja 
kebijakan publik. Beberapa faktor yang 
dimasukkan sebagai faktor yang 
mempengaruhi kebijakan publik adalah 
faktor berikut: 
a. Aktivitas implementasi dan komunikasi 
antar organisasi. 
b. Karakteristik agen pelaksana/ 
implementor. 
c. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik. 
d. Kecenderungan (disposition) 
palaksana/Implementor. 
Dalam banyak program, implementasi 
sebuah program perlu dukungan dan 
koordinasi dengan instansi lain. Untuk  itu, 
diperlukan koordinasi dan kerjasama antar 
instansi bagi keberhasilan suatu program. 
Yang dimaksud agen pelaksana adalah 
mencakup struktur birokrasi, norma-norma, 
dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam 
birokrasi, yang semuanya itu akan 
mempengaruhi implementasi suatu program. 
Kemudian pada faktor kondisi ekonomi, 
sosial, dan politik mencakup sumberdaya 
ekonomi lingkungan yang dapat mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh 
mana kelompok kepentingan memberikan 
dukungan bagi implementasi kebijakan; 
karakteristik para partisipan, yakni 
mendukung atau menolak; bagaimana sifat 
opini publik yang ada di lingkungan; dan 
apakah elite politik mendukung implementasi 
kebijakan. 
Selanjutnya yang dimaksud disposisi 
implementor mencakup tiga hal yang 
penting, yakni: 
a. Tanggapan, implementor terhadap 
kebijakan yang akan mempengaruhi 
kemauannya untuk melaksanakan 
kebijakan; 
b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap 
kebijakan; 
c. Intensitas disposisi implementor, yakni 
preferensi nilai yang dimiliki oleh 
implementor. 
Menurut Van Metter dan Van Horn 
dalam Widodo (2009:105) terdapat tiga 
macam elemen respon yang dapat 






mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk 
melaksanakan suatu kebijakan antara lain 
terdiri atas pengetahuan (cognition), 
pemahaman dan pendalaman (comprehension 
and understanding) terhadap kebijakan; arah 
respons mereka apakah menerima, netral atau 
menolak (acceptance, neutrality, and 
rejection); intensitas terhadap kebijakan.  
Pemahaman tentang maksud umum 
dari suatu standar dan tujuan kebijakan 
adalah penting karena bagaimanapun juga, 
implementasi kebijakan yang berhasil bisa 
jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana 
(officials) tidak sepenuhnya menyadari 
terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah 
disposisi para pelaksana (implementors) 
terhadap standar dan tujuan kebijakan juga 
merupakan hal yang crucial. Implementor 
bisa jadi gagal dalam melaksanakan 
kebijakan karena mereka menolak apa yang 
menjadi tujuan dari suatu kebijakan. 
Sebaliknya penerimaan yang menyebar dan 
mendalam terhadap standar dan tujuan 
kebijakan diantara mereka yang bertanggung 
jawab untuk melaksanakan kebijakan 
tersebut merupakan suatu potensi yang besar 
terhadap keberhasilan implementasi 
kebijakan. 
Pada akhirnya, intensitas disposisi para 
pelaksana ((implementor) dapat 
mempengaruhi pelaksana (performance)  
kebijakan.  Kurangnya atau terbatasnya 
intensitas disposisi ini, akan bisa 
menyebabkan gagalnya implementasi 
kebijakan. 
Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian 
ini adalah bagaimana Implementasi Program 
Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat di 
Kota Palu, dengan tujuan penelitian yang 
hendak dicapai yaitu untuk mengetahui dan 
menjelaskan bagaimana implementasi 
kebijakan Program Keserasian Sosial 
Berbasis Masyarakat di Kota Palu. 
 
METODE 
Jenis penelitian yang digunakan 
kualitatif dengan  teknik pengambilan 
informan secara purposive dan jumlah 
informan terpilih sebanyak 7 orang. Penelitian 
dilaksanakan di Kota Palu dengan memilih di 
Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu 
mulai tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 
31 Oktober 2013. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini dilakukan melalui 
wawancara dengan informan terpilih, 
observasi dan dokumentasi. Untuk 
memperoleh informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan, maka data yang 
diperlukan diperoleh dari  2 (dua) sumber 
yaitu: (a) data primer berasal dari hasil 
wawancara dengan informan dengan 
menggunakan alat bantu berupa pedoman 
wawancara yang disusun berdasarkan fokus 
penelitian dengan jenis pertanyaan yang 
mengarah pada 6 (enam) aspek model 
implementasi kebijakan Van Metter dan Van 
Horn, dan hasil observasi berpartisipasi, (b) 
data sekunder berasal dari Dinas Sosial dan 
Tenaga Kerja Kota Palu atau lembaga/instansi 
lain yang terkait terutama yang menyangkut 
tentang dokumen, peraturan perundang-
undangan dan referensi-referensi lain yang 
memiliki keterkaitan  dengan objek  
penelitian. Analisis data dilakukan melalui 
tahapan: penyusunan satuan atau editing data, 
kategorisasi atau pengelompokan data, 
interpretasi atau penafsiran makna data, dan 
penarikan kesimpulan dan saran-saran hasil 
penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil Penelitian 
Gambaran umum Implementasi 
program keserasian sosial berbasis 
masyarakat di Kota Palu merupakan salah 
satu kegiatan yang dapat membantu meredam 
potensi bencana sosial dalam masyarakat, 
karena kegiatan ini memberikan kedudukan 
dan peran masyarakat yang besar sebagai 
perencana, pelaksana dan pengendali kegiatan 
secara mandiri, sehingga secara bertahap akan 
tumbuh semangat kebersamaan, persaudaraan 
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sejati, senasib sepenanggungan dan 
kesetiakawanan sosial dalam masyarakat. 
Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis 
Masyarakat (KSBM) merupakan suatu bentuk 
kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik 
maupun non-fisik yang melibatkan 
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta 
kehidupan sosial yang harmonis dan penuh 
persaudaraan yang dilandasi semangat saling 
menghargai, saling menghormati antar 
anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa 
membedakan golongan, asal usul serta 
lainnya. 
Forum keserasian sosial berbasis 
masyarakat sebagai pelaksana, perencana, dan 
membuat laporan selama kegiatan berjalan 
sampai selesai antara lain perbaikan jalan 
lingkungan, rehabilitasi rumah ibadah, 
gedung balai pertemuan, pembangunan MCK, 
rehab gedung sekolah, pembuatan drainase, 
tenda pesta, deuker dan pembuatan tugu 
keserasian sosial dan sarana-sarana lain yang 
dibangun masyarakat sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan masyarakat. 
Sesuai dengan Keputusan Walikota Palu 
nomor 460/607/SosNaker/2012 tentang 
penetapan pengurus forum warga dalam 
penanganan kegiatan keserasian sosial 
berbasis masyarakat di Kota Palu Tahun 
2012. Menetapkan Forum KSBM 
sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan 
fungsi : 
a. Melaksanakan program/kegiatan 
penguatan keserasian sosial berbasis 
masyarakat; 
b. Mengelola dana Keserasian Sosial Tahun 
2012 sejumlah Rp.109.000.000,- (Seratus 
Sembilan Juta Rupiah) yang berasal dari 
Direktorat Perlindungan Sosial Korban 
Bencana Sosial RI; 
c. Melaksanakan program/kegiatan secara 
swakelola; 
d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
fisik dan keuangan yang diterimanya 
kepada Pemerintah tingkat atas secara 
berjenjang; 
e. Menetapkan pola metode serta mekanisme 
kerja pelaksanaan kegiatan yang telah 
direncanakan baik pembuatan proposal 
maupun pembuatan laporan pertanggung 
jawaban dalam rangka penguatan 
keserasian sosial berbasis masyarakat 
tahun 2012 sekaligus memonitor dan 
mengevaluasi; 
f. Sebagai pembuat rancangan program atas 
dasar prakarsa, dari dan oleh warga 
masyarakat; 
g. Membantu pendamping untuk melakukan 
kontrol terhadap berbagai sumber 
dukungan pembangunan kesejahteraan 
sosial; 
Pelaksanaan program keserasian sosial 
berbasis masyarakat di kota Palu 
diprioritaskan pada daerah-daerah rawan 
konflik sosial, implementasi Program 
keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota 
Palu tahun 2012 diantaranya Kelurahan 
Pengawu dan Kelurahan Duyu sudah 
terlaksana namun pelaksanaan tersebut perlu 
dukungan semua masyarakat dan pihak-pihak 
yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 
Pelaksanaan KSBM di Kota Palu masih 
perlu ada keterlibatan semua pihak untuk 
terus mendukung program keserasian sosial 
berbasis masyarakat sebagaimana yang  telah 




Berdasarkan hasil penelitian 
implementasi program keserasian sosial 
berbasis masyarakat di Kota Palu diantaranya 
di kelurahan Pengawu dan kelurahan Duyu 
sudah terlaksana cukup baik tetapi belum 
mencapai hasil yang optimal, sehingga untuk 
membahas lebih lanjut diperoleh hasil tentang 
implementasi kebijakan yang dikaji menurut 
model Van Metter dan Van Horn adalah 
sebagai berikut: 
 
1). Aspek standar dan sasaran kebijakan 
Tujuan dan sasaran program KSBM 
pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk 






mewujudkan pemberdayaan masyarakat 
sebelum konflik, pra konflik dan pasca 
terjadinya konflik sosial, sehingga 
terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang 
serasi dan harmonis. Menurut pasal 15 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial disebutkan bahwa pemberdayaan sosial  
dimaksudkan untuk memberdayakan 
seseorang, keluarga, kelompok, dan 
masyarakat yang mengalami masalah 
Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi 
kebutuhannya secara mandiri. 
Hasil penelitian di lapangan, ditemukan 
fakta bahwa standar dan sasaran kebijakan 
KSBM belum terlaksana dengan baik karena 
kurangnya partisipasi sebagian besar 
masyarakat, dalam mengimplementasikan 
suatu kebijakan maka perlu menjadi acuan 
bahwa standar dan sasarannya harus 
berdasarkan tujuan penerimaan semua 
masyarakat yang akan dilaksanakan. 
Dari penjelasan diatas, baik yang 
bersumber dari wawancara maupun hasil 
observasi dan studi dokumentasi, terbukti 
bahwa masyarakat telah memahami standar, 
tujuan dan sasaran kebijakan program KSBM, 
namun kondisi pelaksanaan kegiatan KSBM 
belum optimal, hal ini merupakan faktor 
penghambat dalam pelaksanaan kebijakan 
program KSBM. 
     Peneliti berpendapat bahwa kejelasan dan 
pemahaman terhadap tujuan dan sasaran suatu 
kebijakan akan mempengaruhi lingkungan 
kinerja implementasi kebijakan, tanpa adanya 
kejelasan dan pemahaman terhadap tujuan 
dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu 
kebijakan maka kinerja implementasi 
kebijakan tidak akan tercapai secara 
maksimal. 
 
2). Aspek sumber daya 
 
Sumber daya manusia 
Pelaksanaan program keserasian sosial 
berbasis masyarakat di Kota Palu ditinjau dari 
aspek sumber daya manusia masih perlu 
peningkatan kualitas dan kuantitas dalam 
melaksanakan kegiatan keserasian sosial 
berbasis masyarakat, dukungan partisipasinya 
masyarakat sangat menunjang berhasilnya 
kebersamaan dalam wujud kerjasama. 
Kekuatan suatu organisasi tergantung pada 
kemampuannya untuk memanfaatkan 
berbagai sumber dayanya dalam mencapai 
suatu tujuan. 
Hasil penelitian di lapangan, ditemukan 
fakta bahwa sumber daya manusia dapat 
berjalan lancar apabila ada dukungan semua 
masyarakat, terlihat dukungan kerjasama 
dimasyarakat sangat kurang memberi 
dukungan, hal ini dapat memperlambat 
pelaksanaan kegiatan KSBM karena 
diperuntukkan bagi semua masyarakat guna 
menciptakan suasana gotong royong, 
kebersamaan dan persatuan untuk menjaga 
kerukunan antar sesama masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
bersumber dari wawancara maupun hasil 
observasi serta penelusuran dokumentasi, 
dapat disimpulkan, bahwa sumber daya 
manusia dalam pelaksanaan program 
keserasian sosial berbasis masyarakat 
mengalami hambatan yaitu melihat latar 
belakang tingkat pendidikan sebagian 
masyarakat masih dibawah dan pemahaman 




Aspek dana kegiatan program 
keserasian sosial berbasis masyarakat 
merupakan salah satu pendukung kelancaran 
kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non 
fisik berupa aksi bersama kerja bakti 
bersama-sama dengan masyarakat dengan 
aturan KSBM tidak ada pemberian upah kerja 
kepada masyarakat yang berada di kelurahan-
kelurahan. 
Hasil penelitian di lapangan bahwa 
aspek dana diharapkan dapat menunjang 
pelaksanaan kegiatan KSBM, terlihat 
dilapangan kondisi finansial dana yang 
mengetahui forum KSBM dan kondisi 
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finansial dana yang ada tidak mencukupi 
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan KSBM. 
Pembangunan gedung balai pertemuan, rehab 
mesjid dan tugu keserasian sosial hal ini juga 
yang perlu diperhatikan menjadi dasar bahwa 
sumber dana yang terbatas akan menetukan 
implementasi program KSBM berjalan efektif 
atau tidak. 
Dari hasil penelitian yang bersumber 
dari wawancara maupun hasil observasi serta 
dokumentasi, bahwa program keserasian 
sosial berbasis masyarakat di  kota Palu 
diantaranya di kelurahan Pengawu dan 
Kelurahan Duyu dari kondisi finansial telah 
disediakan oleh pemerintah dan kondisi 
finansial dananya yang terbatas ini diharapkan 
dapat menunjang kelancaran kegiatan 
program. 
Peneliti berpendapat bahwa aspek dana 
sebagai bagian dari sumber daya menjadi 
sesuatu yang perlu diperhatikan agar sebuah 
organisasi atau forum mampu berfungsi 
secara maksimal. Selain itu kondisi finansial 
dana merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan, implementor 
mungkin mempunyai bawahan yang 
mencukupi yang mempunyai kompeten, tetapi 
tanpa adanya aspek dana pendukung  (aspek 
dana)  maka implementasi kebijakan tersebut 
tidak akan berhasil. 
 
Aspek karakteristik organisasi pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana 
meliputi organisasi formal dan organisasi 
informal yang akan terlibat dalam 
pengimplementasian kebijakan. Hal ini 
penting karena kinerja implementasi 
kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri 
yang tepat serta cocok dengan para agen 
pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan 
konteks kebijakan yang akan dilaksanakan 
pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana 
kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada 
konteks lain diperlukan agen pelaksana yang 
demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan 
atau luas wilayah menjadi pertimbangan 
penting dalam menentukan agen pelaksana 
kebijakan. 
Hasil penelitian di lapangan, fakta 
lapangan menunjukan bahwa karakteristik 
organisasi pelaksanadapat terkontrol dengan 
baik apabila mengikutsertakan sebagian besar 
masyarakat, terlihat dilapangan kinerja forum 
KSBM duyu cukup baik dengan 
melaksanakan pembangunan gedung balai 
pertemuan, rehab mesjid dan tugu keserasian 
sosial, namun kegiatan non fisik kerjasama 
gotong royong bersama-sama semua 
masyrakat pada dasarnya harus dapat diterima 
oleh semua masyarakat karena sifatnya 
program KSBM ini untuk membangun 
kerjasama saling membantu antar sesama dan 
membangun kebersamaan untuk saling hidup 
berdampingan damai dan tentram. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
bersumber dari wawancara maupun hasil 
observasi serta penelusuran dokumentasi, 
dapat disimpulkan, bahwa aspek karakteristik 
organisasi dengan aturan kinerja program 
keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota 
Palu peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Kota Palu memberikan pemahaman yang 
sifatnya demokratis berdasarkan aturan-aturan 
yang ada sesuai dengan prosedur tentang 
pelaksanaan program keserasian sosial 
berbasis masyarakat ke wilayah daerah-
daerah rawan permasalahan sosial sebelum 
terjadinya konflik sosial diantaranya 
Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu, 
lebih lanjut forum KSBM yang berada di 
wilayah kelurahan sebagai pelaksana kegiatan 
berperan sebagai perencana dan penanggung 
jawab kegiatan sesuai dengan aturan yang 
diberikan, hal inilah yang menjadi acuan 
masyarakat bahwa bantuan dana keserasian 
sosial berbasis masyarakat diharapkan 
kebutuhan pembangunan yang kedepannya 
dapat dipergunakan semua masyarakat dapat 
menciptakan kerja gotong royong. 
Peneliti berpendapat bahwa aspek 
karakteristik organisasi dengan aturan kinerja 
pelaksana kegiatan program keserasian sosial 
berbasis masyarakat saling berkoordinasi 






antar instansi terkait dan terlebih kepada 
forum KSBM yang berada di Kelurahan 
sebagai pelaksana kegiatan dengan dibekali 
pemahaman dan arahan serta petunjuk teknis 
lapangan, namun kegiatan ini dapat terlaksana 
dengan baik apabila melibatkan semua 
masyarakat sehingga dapat diketahui dan 
didukung dengan baik. 
 
Aspek sikap para pelaksana 
Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh 
pendangannya terhadap suatu kebijakan dan 
cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap 
kepentingan-kepentingan organisasinya dan 
kepentingan-kepentingan pribadinya. Tetapi 
kebijakan publik biasanya bersifat top down 
yang sangat mungkin para pengambil 
keputusan tidak mengetahui bahkan tak 
mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 
permasalahan yang harus diselesaikan. 
Hasil penelitian di lapangan, fakta 
lapangan menunjukan bahwasikap para 
pelaksanaforum KSBM kelurahan Duyu 
cukup baik dalam kegiatan KSBM melalui 
pembangunan gedung balai pertemuan, rehab 
mesjid dan tugu keserasian sosial namun 
terlihat dilapangan kegiatan non fisik berupa 
kerja gotong royong melaksanakan program 
KSBM terkendala dalam melibatkan 
dukungan semua masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
bersumber dari wawancara maupun hasil 
observasi serta penelusuran dokumentasi, 
dapat disimpulkan, bahwa aspek sikap para 
pelaksana melalui program keserasian sosial 
berbasis masyarakat di Kota Palu melihat 
peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota 
Palu dengan forum KSBM di kelurahan 
sebagai pelaksana kegiatan dapat terlaksana 
dengan baik bilamana ada dukungan dari 
semua pihak masyarakat, mengingat 
pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 
membangun kebersamaan semua masyarakat. 
Peneliti berpendapat bahwa aspek sikap 
para pelaksana dalam pelaksanaan program 
keserasian sosial berbasis masyarakat 
diperlukan adanya sikap yang konsisten para 
pelaksana untuk melaksanakan program 
sesuai dengan tujuan-tujuan dasarnya. 
Sehingga tidak berhadapan dengan masalah-
masalah yang menghambat pelaksanaan 
program. tidak hanya karena tujuan yang 
menggambarkan keberpihakan terhadap 
mereka. 
 
Aspek komunikasi antar organisasi terkait 
Pelaksanaan program keserasian sosial 
berbasis masyarakat di kota Palu dari aspek 
komunikasi antar organisasi terkait dengan 
kegiatan-kegiatan pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi yang membahas pembangunan 
sarana fisik dan non fisik agar informasi yang 
diberikan dapat dipahami, selain itu perlu juga 
melakukan koordinasi merupakan mekanisme 
yang ampuh dalam implementasi kebijakan. 
Semakin baik koordinasi komunikasi diantara 
pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan, maka kesalahan akan semakin 
kecil, demikian sebaliknya. 
Hasil penelitian di lapangan bahwa 
komunikasi antar organisasi terkait dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat 
agar turut mendapat dukungan dari program 
KSBM. terlihat dilapangan program KSBM 
sebagian besar masyarakat kurang 
mengetahui sehingga dalam wujud sosialisasi 
perlu selalu di infomasikan kepada semua 
masyarakat agar kegiatan KSBM ini 
mendapat respon positif kepada semua 
masyarakat terutama apa yang menjadi 
kebutuhan sarana bersama masyarakat untuk 
dapat digunakan bersama-sama. 
Fakta lapangan menunjukan bahwa 
sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kota Palu belum maksimal, 
karena sosialisasi hanya melibatkan kelompok 
tertentu seperti aparatur kecamatan dan 
kelurahan serta tokoh masyarakat, sementara 
pesan sosialisasi kepada masyarakat secara 
umum tidak sampai karena terputus pada 
penerima informasi yang hadir pada 
sosialisasi. 
Dari penjelasan diatas, baik yang 
bersumber dari wawancara maupun hasil 
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observasi dan studi dokumentasi, bahwa 
aspek komunikasi antar organisasi terkait 
dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 
melalui program keserasian sosial berbasis 
masyarakat di Kota Palu melihat proses 
komunikasi yang berlangsung dalam 
pelaksanaan kegiatan sosialisasi sudah 
dilaksanakan namun informasi yang diterima 
masyarakat masih kurang, hal ini dapat dilihat 
dari kurangnya masyarakat dalam memahami 
pelaksanaan program keserasian sosial 
berbasis masyarakat sehingga menyebabkan 
kurangnya partisipasi, diperkuat dengan 
wawancara ketua forum KSBM diatas yang 
mengatakan cara pandang masyarakat masih 
mengharapkan ada dana upah kerja dalam 
pelaksanaan KSBM hal inilah yang 
mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan sarana fisik dan 
kegiatan non fisik berupa kerja gotong royong 
yang berada dilingkungan masyarakat. 
Peneliti berpendapat bahwa aspek 
komunikasi antar organisasi terkait dengan 
kegiatan-kegiatan pelaksanaan proses 
komunikasi yang berlangsung dalam 
pelaksanaan kegiatan sosialisasi sudah 
dilaksanakan namun informasi yang diterima 
masyarakat masih kurang dan masih perlunya 
sosialisasi dan keterlibatan masyarakat, 
diharapkan terjalinnya kerjasama kepada 
pihak para pelaksana untuk saling 
memberikan informasi dari kegiatan tersebut. 
Aspek lingkungan sosial, ekonomi dan 
politik 
Aspek lingkungan politik tidak 
berpengaruh dalam implementasi program 
kebijakan keserasian sosial berbasis 
masyarakat. Sedangkan aspek sosial ekonomi 
ternyata menjadi faktor penghambat terhadap 
implementasi kebijakan program keserasian 
sosial berbasis masyarakat. 
Hasil penelitian di lapangan, fakta 
lapangan menunjukan bahwa dukungan 
kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan 
KSBM kelurahan Duyu dipengaruhi 
lingkungan sosial ekonomi. terlihat 
dilapangan pelaksanaan kegiatan KSBM 
kelurahan Duyu berupa pembangunan fisik 
gedung balai pertemuan, rehab mesjid dan 
tugu keserasian sosial dan kegiatan non fisik 
berupa kerjasama gotong royong bersama 
masyarakat pelaksanaannya sebagian besar 
masyarakat kurang memberikan dukungannya 
dalam melaksanakan program 
KSBM,program KSBM tidak memberikan 
dana upah kerja kepada masyarakat, hal 
inidapat mempengaruhi pelaksanaan program 
KSBM. 
Berdasarkan hasil penelitian yang 
bersumber dari wawancara maupun hasil 
observasi serta penelusuran dokumentasi, 
dapat disimpulkan, bahwa aspek lingkungan 
sosial ekonomi di Kota Palu berupa tingkat 
ekonomi atau pendapatan masyarakat yang 
masih rendah berpengaruh dalam 
implementasi program kebijakan keserasian 
sosial berbasis masyarakat, berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Sosial. Pasal 15 disebutkan bahwa 
Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk 
memberdayakan seseorang, keluarga, 
kelompok, dan masyarakat yang mengalami 
masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu 
memenuhi kebutuhannya secara mandiri. 
Penghasilan sebagian besar masyarakat yang 
rendah mengakibatkan sebagian besar 
masyarakat kurang bergotong-royong 
melaksanakan program KSBM dan sebagian 
besar masyarakat memilih untuk mencari 
pekerjaan yang dapat memberikan 
penghasilan. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 
Implementasi program keserasian sosial 
berbasis masyarakat di Kota Palu diantaranya 
yang telah terlaksana di Kelurahan Pengawu 
dan Kelurahan Duyu belum terlaksana secara 
optimal,karena berdasarkan hasil pembahasan 
menggunakan 6 aspek yaitu standar dan 
sasaran kebijakan kelompok sasaran atau 
sebagian besar masyarakat belum memahami 






program KSBM sehingga mempengaruhi 
kinerja implementasi kebijakan, sumber daya 
berupa sumber daya manusia, sebagian besar 
masyarakat tingkat pendidikan dan ekonomi 
agak kurang sehingga masyarakat kurang 
berpartisipasi dalam pelaksanaan program 
KSBM, selain itu aspek dana yang terbatas 
dalam mendukung pelaksanaan program 
KSBM, karakteristik organisasi pelaksana 
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu, 
pemerintah kelurahan, forum KSBM di 
kelurahan Pengawu dan Duyu telah terjalin 
hubungan koordinasi dalam pelaksanaan 
program KSBM, sikap para 
pelaksanakegiatan sudah memahami dan 
mendukung pelaksanaan program KSBM, 
komunikasi antar organisasi pelaksana atau 
para implementor sudah berjalan dengan baik 
tetapi komunikasi dengan masyarakat masih 
kurang sehingga masyarakat kurang paham 
dan kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan 
program KSBM, lingkungan sosial ekonomi 
sebagian besar masyarakat pendapatan 
ekonominya masih rendah sehingga 
mempengaruhi pelaksanaan program 
keserasian sosial berbasis masyarakat tidak 
ada upah kerja menyebabkan sebagian 




Beberapa hal yang dapat 
direkomendasikan dari hasil penelitian ini 
antara lain, yaitu: 
1) Standar dan sasaran kebijakan program 
KSBM yang ingin dicapai perlu adanya 
kejelasan dan pemahaman terhadap tujuan 
dan sasaran, sehingga dapat mengajak 
masyarakat untuk hidup berdampingan. 
2) Sumber daya berupa sumber daya 
manusia dan aspek dana operasional 
masih perlu diperhatikan mengingat 
pelaksanaan program keserasian sosial 
berbasis masyarakat melibatkan 
masyarakat dan pihak-pihak para 
pelaksana kegiatan. 
3) Karakteristik organisasi pelaksana Dinas 
SosNaker dan forum KSBM di kelurahan 
perlu selalu saling memberikan informasi 
terkait kendala dalam pelaksanaan 
kegiatan KSBM.  
4) Sikap para pelaksana perlu bersama-sama 
berkomitmen yang kuat dalam 
melaksanakan kegiatan agar dapat 
terlaksana dengan baik. 
5) Komunikasi sosialisasi perlu diperhatikan 
mengingat pentingnya koordinasi para 
pelaksana kegiatan program keserasian 
sosial berbasis masyarakat untuk saling 
memberikan informasi. 
6) Kondisi lingkungan perlu juga 
diperhatikan mengingat masih rendahnya 
pendapatan sebagian besar masyarakat 
dan pentingnya kerjasama untuk 
menciptakan kerja gotong secara bersama-
sama sehingga dapat mempengaruhi 
keadaan cara berpikirnya masyarakat 
untuk saling membantu dan hidup 
harmonis. 
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